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BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan melestarikan lingkungan
hidup yang meliputi air, udara dan tanah dari
pencemaran akibat kegiatan industri, pemukiman,
transportasi pengelolaan hutan, perubahan iklim
global, pertanian, perikanan perkebunan, dan lain-
lain, serta potensi penurunan kualitas udara akibat
peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan
pemakaian bahan bakar, sehinggga perlu adanya
pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium
lingkungan hidup;

b. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah
berupa Guest House, Gedung Serba guna,
Laboratorium Kesehatan dan Laboratorium
Lingkungan Hidup serta Retribusi Gedung Olahraga
dan Lapangan Sepak Bola, dikelola dengan baik dapat
menyumbang  Pendapatan  Asli Daerah  dari
pemakaiannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kepahiang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi

Jasa Usaha.



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059 );

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
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Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5677);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3816); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kepahiang. (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepahiang Tahun 2008 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2011 Nomor
04,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kepahiang Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

Menetapkan

dan

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang

Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang

Nomor 4) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, setelah angka 48 ditambah dua angka baru

yaitu angka 49 dan angka 50 sehingga pasal 1 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
Bupati adalah Bupati Kepahiang.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retrubsi Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kepahiang dengan Persetujuan
bersama Kepala Daerah.

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Kepahiang.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya
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16.
17.

18.

19.

20.

dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Aparat
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat Penunjang
yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan Aparat
Pemungut Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan
Retribusi Daerah.

Insentif Peningkatan Kinerja adalah insentif yang diberikan kepada
Aparat Pemungut Retribusi Daerah dan Instansi lainnya yang
terkait dengan pemungutan Retribusi Daerah dalam rangka
meningkatkan koordinasi, pengolahan data, peningkatan kwalitas
pelayanan, penegakan peraturan serta kegiatan penunjanglainnya.
Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan wusaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi
yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan
lainnya.

Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah
antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium,
ruangan, kendaraan bermotor, peralatan dan/atau fasilitas lainya
yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Tanah, adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan
pengaliran air mulai mata air sampai muara dengan dibatasi
kanan dan kiri sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan dan kiri
termasuk sungai buatan, kanal, saluran irigasi/drainase yang
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian
fungsi sungai.

Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung
sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah
dalam.

Perairan adalah perairan Indonesia yang meliputi perairan
pedalaman sungai, telaga, waduk, rawa dan genangan air dan lain-

lainnya.
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Bangunan/Gedung, adalah bangunan/gedung termasuk halaman
dan segala perlengkapan yang disediakan di dalamnya yang
dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Kendaraan/Alat Berat, adalah kendaraan/alat berat yang
dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah meliputi bis, truck,
pickup, dump truck,mesin gilas jalan dan alat berat lainnya.

Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar
grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang
dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah.

Gudang, adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan
satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari
lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk
menyimpan barang.

Toko, adalah bangunan permanen di dalam pasar yang beratap
dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah
mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan
untuk usaha berjualan.

Kios, adalah bangunan semi permanen di pasar yang beratap dan
dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah
mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan
untuk usaha berjualan.

Los, adalah bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang
berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang
dipergunakan untuk usaha berjualan.

Pedagang, adalah perorangan atau Badan yang melakukan
kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan
tujuan memperoleh laba.

Izin Pemakaian Pasar, adalah izin yang dikeluarkan oleh Kepala
Daerah untuk seseorang atau Badan yang memakai Gudang, Toko,
Kios dan Los Pasar yang dikuasai Pemerintah Daerah.

Sewa Tempat Usaha, adalah pembayaran sewa atas penggunaan
tempat usaha seperti Gudang, Toko, Kios dan Los di dalam
kawasan pasar yang menjadi asset Pemerintah Daerah.

Biaya Administrasi, adalah biaya yang dikeluarkan oleh orang
pribadi atau Badan dalam proses pengurusan perizinan maupun
untuk mendapatkan rekomendasi/ persetujuan atas fasilitas

tambahan guna kepentingan kegiatan usaha perdagangan di dalam
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kawasan pasar.

Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk
kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha,
dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Terminal, adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan
menurunkan dan menaikkan orang dan/atau barang serta
mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum,
yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

Kendaraan Bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk
kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan
dengan kendaraan bermotor.

Guest House adalah rumah terdiri dari sejumlah kamar,
disediakan untuk tamu yang menginap. Di Indonesia dapat
disamakan dengan Mes/Wisma milik Pemerintah Daerah untuk
menampung tamu-tamu yang menginap,sekarang ini banyak guest
house yang berfungsi sebagai penginapan untuk umum.

Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas
rumah  pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong,
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

Tempat Rekreasi adalah pelayanan tempat rekreasi, yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Tempat Olahraga adalah pelayanan tempat olahraga yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan
jasa umum dari Pemerintah Daerah.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnyadisingkat SSRD,
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50.

adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPAORD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi
untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi
sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang
terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

Laboratorium Kesehatan adalah suatu unit pelaksana teknis untuk
pengujian kesehatan.

Laboratorium Lingkungan Hidup adalah Suatu unit pelaksana

teknis tempat pengujian libah terkait lingkungan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, setelah huruf c ditambah 2 (dua) huruf baru



yaitu hurufd dan huruf e sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan

frekuensi dan jenis-jenis pemakaian kekayaan daerah, yaitu :

untuk pemakaian tanah/sempadan sungai diukur berdasarkan
lokasi, luas tanah dan peruntukannya serta jangka waktu
pemakaian;

untuk pemakaian bangunan/gedung diukur berdasarkan lokasi,
luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian;

untuk pemakaian kendaraan/alat berat diukur berdasarkan tahun
pembuatan, tonase dan jangka waktu pemakaian;

untuk pemakaian Laboratorium Lingkungan Hidup, dan
Laboratorium Kesehatan , diukur berdasarkan jenis yang diuji;dan
untuk pemakaian Gedung Serba Guna ditetapkan berdasarkan

volume pemakaiannya.

Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 9A

dan Pasal 9B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Pelayanan laboratorium lingkungan hidup meliputi:

a.
b.

o

o

pengujian parameter kualitas lingkungan;
pengambilan contoh parameter kualitas lingkungan;
jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan

jasa konsultasi teknis dan manajemen laboratorium lingkungan.

Pasal 9B

Pelayanan laboratorium kesehatan meliputi :

a.
b.

C.

pemeriksaan Hematologi;
pemeriksaan Urinalisa;

pemeriksaan Analisa Sperma;
pemeriksaan Analisa Feaces Urinalisa;

pemeriksaan Serologi/Imunologi;



pemeriksaan Kimia Klinik;

pemeriksaan Narkoba;

5o o

. pemeriksaan Bakteriologi;

e

pemeriksaan Air; dan

j- pemeriksaan makanan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 18 Februari 2016

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHID

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 18 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

H. HAZAIRIN A. KADIR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR: 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG, PROVINSI
BENGKULU : (2/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN
HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN

HENDRI SH
NIP. 196603301994021001




